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Abstrak
 

<b>ABSTRACT</b><br>

Sebagian besar peraturan perundang-undangan di Indonesia, subjek yang dapat dimintakan

pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh perseroan terbatas adalah

korporasi itu sendiri dan/atau pengurusnya. Praktiknya, masih terdapat kasus dimana para pemegang saham

merupakan pemberi perintah atau dalang dibalik tindakan direksi selaku pengurus suatu perseroan terbatas.

Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia

mengatur mengenai perluasan subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana

korporasi dan menganalisis implementasinya dalam kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan

ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normative yang dilakukan lewat studi kepustakaan.

Pengaturan mengenai perluasan subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana

korporasi yang dilakukan perseroan terbatas sudah diatur dalam Pasal 50 RKUHP, Pasal 116 UU

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 43 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara dalam

Perpajakan dan juga Pasal 23(3) PERMA Tidak Pidana Korporasi. Dalam kasus yang dianalisis dalam

tulisan ini, impelemntasi dari peraturan yang sudah memberikan instrument perluasan subjek yang dapat

dimintakan pertanggungjawaban pidananya tidak diterapkan. Majelis hakim hendaknya dalam kasus-kasus

berikutnya memperhatikan dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tegas.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

In Indonesia most regulations regulate subjects that can be held accountable for corporate crimes committed

by a limited liability company are the corporation itself and/or its director. In practice, there are cases where

the shareholders are the ones who gives orders and actually mastermind the directors' actions. This thesis is

intended to find out how various regulations in Indonesia regulate the expansion of subjects that can be held

accountable in corporate crimes and analyze the implementation in real life cases. The research method used

in this paper is a normative juridical research method carried out through library studies. Regulations

regarding the expansion of subjects that can be held accountable for corporate crimes committed by limited

liability companies can be found in Article 50 RKUHP, Article 116 Environmental Protection and

Management Law, Article 43 of the General Provisions and Procedures for Taxation and Article 23 (3) of

Supreme Court Rules of Corporate Crime. In the cases analyzed in this thesis, the implementation of

regulations that have provided an instrument for expanding the subjects that can be held accountable for

corporate crimes is not applied. The panel of judges should, in the following cases, pay attention and apply

the applicable legal provisions firmly.

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20484964&lokasi=lokal

